
PEMERINTAH PROVINS! JAWA TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKAS! DAN INFORMATIKA

JI. SILIWANGI 355.357 KOTAK POS 1181 SEMARANG 50146
TELEPON 7604640,7605660, 7605700 FAX 7607697

Email : dinhubkominfo@iatenqprov.go.id
Website : http://d i nh u bkom i nfo. iatenq prov.qo. id

Semarang,

Kepada Yth.

Lewat Yth.

: Bapak Sekretaris Daerah.

Bapak Asisten Pemerintahan;
Bapak Aslsten Ekonormi Dan
Pernbangunan

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DTNAS

Disampaikan dengan hormat konsep naskah dinas:

: 1. Konsep nota dinas Bapak sekretaris Daerah kepada Bapak
Gubernur Jawa Tengah;

2. Konsep Keputusan Gubernur tentang penderegasian wewenang
Pemberian Rekomendasi lzin penyelenggaraan pos Kepada Kepali
Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan lnformatika provinsi Jawa
Tengah.

: 1. Konsep Keputusan Gubernur tersebut kami susun (terlampir) dalam
rangka :

a. melaksanakan ketentuan pasal z ayal (2) dan pasal B ayat (2)
Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 32 Tahun
2014 tentang Persyaratan dan tata cara pemberian lzin
Penyelanggaraan Pos;

b. agar pelaksanaannya dapat berjaran lancar berdayaguna dan
berhasil guna Gubernur menderegasikan wewenang pLmberian
rekomendasi izin penyelanggaraan pos kepada Kepala Dinas
Perhubungan, Komunikasi Dan rnformatika provinsi Jawa
Tengah.

2. Konsep Keputusan Gubernur Jawa Tengah dimaksud teknik
penyusunan produk hukumnya telah Biro Hukum teliti dan
substansinya telah kami cermati kembali..

LAMPIRAN : 2(dua) berkas.

Nomor :

TENTANG

CATATAN

Demikian untuk
mohon tanda tangan.

: 1.

2.

menjadikan periksa dan apabila Bapak telah berkenan

PIt. KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bidang Dalops dan Kesjal

AGUS SASMITO. ATD.. MT.
Pembina Tk. I

NtP.19600828 198403 1 005
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KA]IANHUKUM

ATAS DRAF KEPUTUSAN GUBERNI.]RJAWA TENGAH

TENTIANG:

Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi
Dan Dokumentasi Dan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan

Dokumentasi Pada Badan Publik Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah.

A DASARPENGKA)IAN
1. Surat Kepala Dinas Ferhubr.lllgan I(omtnikasi Dan Informatika Provinsi Jawa

Tengah Nomor: 554123.560 tanggal 9 November 2015 perihal
Pendelegasian Wewenang Pemberian Rekomendasi lzin
Penyelenggaraan Pos;

2. Disposisi Icpala Bko Hukum SETDA Prcvinsi Jawa Tengah Nomor

7 L2 I SK I iil<l X./20 15 tansal 10 Novernber 2015

B. PERMASAIA}IAN
1. Ivlasih tedapat lasalahan dalam penulisan di I{onsideran menimbang huruf ;

2. Masih terdapat kesalahan dalam konsideran mengingat at$<aa dan an4<a7 agar

dicek nomenl<lah:r dan penomoranrrya.;

3. Tadapat kesalatran dalam pen nisan salinan
4. penrnisan hunf agar disesuaikan font Booknan Old 12.

5. Telari/format penyesuaikan keputusan Gubemur belum disesuaikan ketentuan.

C. KESIMPTJIAN
1. Untuk per-rulisan lqlal dmfting atas konsep I{epuhrsan Gubemur djmaksud untuk

disesuaikan derrgan keterrhran Ferahrran Merrteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Fembentukan Produk Hulnrm Daerah
Dengan Rahmat nrhan Yang Matla Esa Menteri Dalam Negeri Republik krdonesia-

2. Untuk diperbaiki dan dileng!<api nota dinas kepala Biro Tata Femerintatr,an Icpada

Seketaris Daerah serta nota dinas Sekretaris Daerah Kepada Gubemur .



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TBNGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. PahlawanNo.9 Telpon 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

Kepada Yth.
Lewat Yth.
Dari
Tanggal
Nomor
Perihal

NOTA DINAS

Bapak Gubernur Jawa Tengah.
Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah.
Sekretaris Daerah.

Konsep Keputusan Gubernur tentang
Wewenang Pemberian Rekomendasi lzin
Pos Kepada Kepala Dinas Perhubungan,
Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Pendelegasaian
Penyelenggaraan
Komunikasi Dan

Bersama ini dengan hormat kami sediakan Nota Ajuan
konsep Naskah Dinas kepada Bapak Gubernur perihal
sebagaimana tersebut pada pokok Nota Dinas di atas dengan
penjelasan sebagai berikut :

1. Konsep Keputusan Gubernur tersebut disusun
berdasarkan ajuan Kepala Dinas Perhubungan,
Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
(terlampir), dalam rangka:

a- melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8
ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 32 Tahun 2014 tentang Persyaratan Dan Tata
Cara Pemberian lzin Penyelenggaraan Pos;

b. agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar berdaya-
guna dan berhasil guna Gubernur memberikan
rekomendasi izin penyelenggaraan pos Kepada Kepala
Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
Provinsi Jawa Tengah

2. Konsep Keputusan Gubernur dimaksud teknik
pen5rusunan produk hukumnya telah Biro Hukum teliti
dan substansinya telah dicermati kembali oleh Dinas
Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Provinsi
Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan periksa dan apabila Bapak
telah berkenan mohon tanda tangan.

Jabatan Parar Tgl

As.IlPem

*,rlW
M
ilnhub (
Ka Biro
Hukum

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

Dr. Ir. SRI PURYONO KS. MP
Pembina Utama

NrP.19600229 198603 1 0046



PEMERINTATI PROVINSI JAWA TENGATI
SEKRETARIAT DAERAII

Jl. Pahlawan No. 9 Telpon 8311174 (2O saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

(Bo/ o0 3e8
SEGERA
2 (dua) exp.
Pengembalian Konsep
Keputusan Gubernur Jawa
Tengah.

Semarang, U Desember 2O15
I

Kepada Yth:
Kepala Dinas Perhubungan
Komunikasi Dan Informatika
Provinsi Jawa Tengah.
di

SEMARANG

Menunjuk surat Saudara Nomor: 554123.860 tanggal 9

November 2015 perihal Pendelegasian Wewenang Pemberian

Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pos, setelah kami kaji dan

cermati (terlampir), bersama ini dengan hormat kami sampaikan
kembali konsep Keputusan Gubernur dimaksud untuk diperbaiki
sesuai dengan hasil kajian dan diproses lebih lanjut sesuai

ketentuan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

180/OO 1327 perihal Pen5rusunan Keputusan Gubernur di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

Asisten Pemerintahan
ub.

Biro Hukum

Utama Muda
19 1989L2 2 00L

TEMBUSAN disampaikan kePada Yth:
1. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Arsip.

ffi
a,Nn*

SETDA



PEMERINTAH. PROVINSI JAWA TEN GAH

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JL, SILIWANGI 355 - 357 KoTAK PoS 1181 SEMARANG 50146

TELEPoN (024) 7604640, 7605660, 7605700 FN(, (024) 7607697

Email : dinhubkominfo@jatengprov'go'id
Website : http ://dinhubkominfo.jatengprov' go' id

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

ri* f at BGo
Penting
1 (satu) berkas
Pendelegasian Wewenang
Pemberian Rekomendasi
Izin Penyelenggaraan Pos

Semarang, 9 NoPember 2015

Kepada
Yth. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi

Jawa Tengah
Up. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi

Jawa Tengah

di TEMPAT

Berdasarkan Undang Undang No. 38 Tahun 2A09 tentang Pos dan Peraturan
pemerintah No. 15 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 38 Tahun

2009 tentang pos, yang mengamanatkan Menteri menetapkan izin Penyelenggaraan
pos setelah mempeioleh rekomendasi dari Gubernur untuk cakupan wilayah nasional

dan wilayah provinsi, bersama ini dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai

berikut :

1. Sesuai peraturan Daerah Jawa Tengah No. 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Peraturan Gubernur Jawa

Tengah No. 75 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata

Kerjl Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

adalah menangani pembinaan dan pengawasan dibidang Penyelenggaraan Pos. , .

2. Bahwa guna memperlancar dan mempersingkat waKu pemberian izin

penyelenggaraan Pos, Bapak Gubernur berkenan mendelegasikan kewenangan

pemberian rekomendasi Penyelenggaraan Pos untuk cakupan wilayah nasional dan

wilayah provinsi kepada Kepala Oinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
prcvinsi Jawa Tengah yang secara teknis melakukan pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan pos di Jawa Tengah.

Sehubungan hal tersebut di atas, bersama ini kami sajikan konsep Keputusan

Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Rekomendasi Izin

penyelenggaraan ios kepada t<epala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
provinsi Jawa Tengah, untuk mendapatkan koreksi dan proses lebih lanjut.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih'

PERHUBU

',:- '..-.- 
.pe-ngb(a,/ingkat I

" nlp;l-96011{ 198503 1 020

TEMBUSAN dikirim Kepada Yth. :

f . nsiiten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah;

2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;

A Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi Jawa Tengah.

JO /sn 7 rt /rr
L3t rt ^u) rr-

PIh. KEPAI..A DINAS
UNIKASI DAN INFORMATIIG

,WA TENGAH





GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN
PENYELENGGARAAN POS KEPADA KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal T ayat (2)
dan Pasal 8 ayat (2) peraturan Menteri Komunikaii aan
Informatika Nomor 32 Tahun 2ot4 tentang persyaratan
dan Tata cara pemberian rzin penyelenggaraan pos,
Gubernur memberikan rekomendasi izin p"ry.t.r, ggaraan
pos;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu meneG.pkan Keputusan
Gubernur te.ntafg pendelegasaian wewinang pemberian
Rekomendasi rzin penyelenggaraan pos Kepada Kepala
Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Infor*u.tika provinsi
Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentangPembentukan provinsi Jawa Tengah (Himpunai
Peraturan-Peraturan Negara Tahun l9so-Halaman s6-gz);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2oog tentang pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun- 2oogNomor lL2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

3. undang-Undang Nomor 3g rahun 2oog tentang pos
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oog NomorL46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5065);

+. undang-Undang Nomor 23 Tahun 2or4 tentangPemerint*T Daerah (Lembaran Negara Repubtf
Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 244, Tamblhan Lembaran
Ngsgra Republik Indonesia Nomor 5sg7) sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan [ndang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang peruiahan Kedu]aAtas Undang-Undang Nomor 29 rahun 2or4 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republif
Indonesia Tahun 2015 Nomor sg, Tamuitran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56T9);

Ji



5.

6.

7.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 55Ol);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 20O9
tentang Pos (kmbaran Negara Tahun 2013 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5403);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2O08 tentang Organisasi dan Tata Keda Dinas Daerah
Provinsi Jawa Tengah (kmbaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2O08 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan
kmbaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32
Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian
lzin Penyelenggaraan Pos sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun
2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian lzin
Penyelenggaraan Pos;

MEMUTUSKAN:

Mendelegasikan Wewenang Pemberian Rekomendasi Izin
Penyelenggaraan Pos Kepada Kepala Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Pendelegasian Wewenang Pemberian Rekomendasi Izin
Penyelenggaraan Pos sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU meliputi :

a. Penyelenggaraan Pos Nasional; dan

b. Penyelenggaraan Pos Provinsi untuk cakupan wilayah
operasinya paling sedikit di 4 (empat) Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan Pemberian Rekomendasi lzin
Penyelenggaraan Pos sebagaimana dimaksud dalam
diktum KEDUA dilaksanakan Kepala Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA



KEEMPAT Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada
ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

J aba tan ?aral Tgi

Wageb

Serde

AS ltPem

P|d/Erl

tflnu"b

e. guo Hukum

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan gubernur ini disarnpaikan kepada yth:
Wakil Gubernr:.r Jawa Tengah;
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
Asisten Pemerintahan sekretaris Daeiah provinsi Jawa Tengah;
Asisten Administrasi sekretaris Daeratr provinsi Jawa tengih; '
Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Tengah

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.



KEEMPAT Keputusan Gubernur ini mulai berlaku
ditetapkan,

pada tanggal

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan gubernur ini disampaikan kepada yth:
1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah provinsi Jawa Tengah;3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daeiah provinsi Jawa Tengah;4. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah provinsi Ju*" i;;;-;h-'
! Inspektur provinsi Jawa Tengah;6. Kepala Dinas perhubungan, komunikasi dan Informatika

Provinsi Jawa Tengah
7.



KEEMPAT

SALINAN:

Keputusan Gubernur ini mulai berlakuditetapkan. pada tanggal

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

Keputusan gu.bernur ini disampaikan kepada yth:
1.

2.
3.
4.
5,
6.

7.

Wakil Gubernur Jawa Tengah;
Sekretaris Daerah provinsi Jawa Tensah:
Asis ten Pemerintahan Sekretari s Dai?afr' p.ouirr. i Jawa Tengah;Asisten Administrasi Sekretaris DaerJ p.orlr."iUu*. Tengah;Inspektur provinsi Jawa Tengah;
Kepala Dinas perhubungan, komunikasi dan InformatikaProvinsi Jawa Tengah

.


